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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas mengenai analisa
kesiapan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Lab Medika Sejahtera
Surabaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaporan SPT Masa PPN, pada PT Lab Medika Sejahtera
Surabaya terjadi keterlambatan atas pelaporan SPT Masa PPN Bulan April
2015 yang dilapor pada tanggal | Juli 2015.

2. Menurut hasil wawancara dengan Thu Indah mengatakan bahwa PT Lab
Medika Sejahtera Surabaya tidak pemah atau tidak memiliki tunggakan
pajak jenis apapun.

3. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik memberikan
pendapat wajar dengan pengecualian pada periode tahun 31 Desember

2014 dan 2013, sehingga PT Lab Medika Sejahtera Surabaya bukan

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

merupakan PKP Kriteria.
4. Dokumen Faktur Pajak Pembelian dan Faktur Pajak Penjualan pada
PT Lab Medika Sejahtera Surabaya sesuai dengan pelaporan SPT Masa

PPN dan terjadi lebih bayar pada masa Januari 2015, Maret 2015,
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April 2015, Mei 2015, Juni 2015 dan November 2015. Atas kelebihan

pembayaran pajak tersebut dikompensasikan pada masa pajak bulan

berikutnya.
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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

70

5. Untuk dokumen penerimaan atau pengiriman BKP, pada PT Lab Medika
Sejahtera menggunakan bukti tanda stempel dan tanda tangan pada faktur
penjualan yang dikirim bersamaan dengan barang, sehingga tidak

menggunakan form khusus untuk pengiriman barang,

6. Pada dokumen kas dan bank, tefjadi beberapa kesalahan dalam menginput,
sehingga pencatatan atau penerimaan kas atau bank di perusahaan kurang

tercatat dengan baik dan benar.

Secara keseluruhan, dalam menganalisa dokumen-dokumen pada PT Lab
Medika Sejahtera Surabaya dari segi ketepatan pelaporan masih terdapat
keterlambatan, untuk laporan opini tidak menunjukkan pendapat WTP dan dari
kelengkapan form pengiriman barang tidak dibuat, sehingga dinilai PT Lab

Medika Sejahtera Surabaya belum siap apabila melakukan pengajuan restitusi.



{ =
1]
=
17]
[ =
=
E
.-
£
1]
ol
m
.
&
[
:
[3°]
(=]
o]
=]
3
Wi
[1+]
L
o
a2
=
=
=
=
4]
m
il
[1+]
=
=
(=8
=
@
(=8
B
=
-£=
E. |
E
[13]
=
=
m
=

untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

5.2 Saran

Peneliti memiliki beberapa saran untuk PT Lab Medika sejahtera berkaitan

dengan kegiatan dan analisa data yang terjadi pada perusahaan, yakni:

L.

2.

Tepat waktu dalam pelaporan SPT Masa PPN,

Membuat dokumen pengiriman afauform pengiriman barang sebagai bukti

atas penyerahan barang kepada pembeli.

Dibuatkan program yang dapat menyambungkan antara pelunasan atau
pembayaran faktur dengan penerimaan kas dan bank, untuk mengurangi

tegadinya salah catatat tanggal atau double input pelunasan.

Menurut pengamatan peneliti, sebaiknya perusahaan tidak melakukan

restitusi PPN.

Tepat waktu dalam menerbitkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik.

Keterbatasan dalam penelitian adalah dokumen faktur penjualan dan faktur
pembelian pada bulan Januari 2015-Juni 2015 dikarenakan berada di
tempat konsultan pajak, alangkah baiknya untuk penelitian selanjutnya
dapat melampirkan dokumen secara lengkap dan keseluruhan mulai

Januari 2015 - November 2015.
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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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